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RINGKASAN

Permasalahan mengenai kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dalam
konteks hubungan kerja masih menjadi topik yang menimbulkan perdebatan dalam
praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Ketentuan hukum yang mengatur tentang
kesalahan berat sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Nomor 012/PUU-1/2003, sehingga memunculkan kekosongan hukum dan
ketidakjelasan norma dalam menilai jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan
sebagai kesalahan berat yang layak dikenai pemidanaan. Terdapat tumpang tindih
antara tindakan indisipliner, pelanggaran norma Kerja, dan tindakan pidana yang
berujung pada pemidanaan terhadap pekerja, meskipun kadangkala tidak memenuhi
unsur pidana. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan pemidanaan
secara eksesif oleh pengusaha dan penegak hukum yang dapat merugikan hak-hak
pekerja. Padahal, hukum pidana dalam sistem ketenagakerjaan seharusnya menjadi
jalan terakhir (ultimum remedium) dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
keadilan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam batasan kesalahan
berat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan dalam konteks hukum
ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji secara
kritis penerapan prinsip keadilan, baik keadilan prosedural, keadilan substantif,
maupun keadilan restoratif dalam proses pemidanaan terhadap pekerja yang
melakukan kesalahan berat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia,
khususnya dalam penyusunan norma yang lebih adil dan perlindungan hukum yang
proporsional terhadap pekerja. Selain itu, penelitian ini memiliki kegunaan praktis
dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta
pelaku hubungan industrial agar lebih selektif dan objektif dalam menangani kasus
pelanggaran berat di tempat kerja, serta menghindari kriminalisasi terhadap pekerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni
penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai
dasar dalam menjawab isu-isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sinkronisasi dan
disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur kesalahan berat
dan pemidanaan dalam hubungan kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk
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menelaah teori-teori hukum pidana dan teori keadilan yang relevan dalam mengkaji
perlindungan hukum terhadap pekerja. Sementara pendekatan kasus digunakan
untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan
terhadap pekerja atas dasar kesalahan berat. Jenis bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan
hukum tersier seperti kamus hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih terdapat kekosongan dan
ketidakkonsistenan norma hukum dalam menetapkan parameter kesalahan berat
yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah
membatalkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pemidanaan terhadap pekerja atas dasar pelanggaran internal
perusahaan masih sering terjadi tanpa didahului pemeriksaan unsur pidana secara
objektif. Hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hukum
bagi pekerja. Prinsip ultimum remedium belum diterapkan secara konsisten,
sehingga pemidanaan sering kali menjadi langkah pertama, bukan terakhir. Dalam
konteks ini, penting diterapkan pendekatan keadilan prosedural yang menjamin
hak-hak pekerja selama proses hukum berlangsung, keadilan substantif yang
mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi, serta keadilan
restoratif yang memfokuskan pada pemulihan hubungan kerja dan keadilan sosial.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pekerja atas dasar
kesalahan berat harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menghilangkan
keseimbangan antara hak pengusaha dan perlindungan terhadap pekerja.
Reformulasi kebijakan hukum ketenagakerjaan dan peradilan pidana dalam sektor
ini perlu dilakukan, dengan tetap menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha
tanpa mengorbankan keadilan bagi pekerja.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Pidana Ketenagakerjaan, Kesalahan Berat, Perspektif Keadilan

Penelitian ini berjudul Pidana Ketenagakerjaan terhadap Pekerja yang Melakukan
Kesalahan Berat dalam Perspektif Keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis batasan kesalahan berat yang dapat dikenai pidana dalam hukum
ketenagakerjaan Indonesia serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses
pemidanaan terhadap pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pembaruan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan terhadap hak
pekerja sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengusaha.

Ketentuan hukum positif Indonesia belum memberikan batasan yang tegas dan
konsisten mengenai kriteria kesalahan berat yang layak dikenai sanksi pidana.
Pembatalan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya kekosongan
norma yang berdampak pada ketidakteraturan dalam praktik ketenagakerjaan.
Akibatnya, kesalahan berat seringkali ditafsirkan secara subjektif oleh pengusaha
tanpa pembuktian hukum yang memadai, sehingga membuka ruang kriminalisasi
terhadap pekerja. Padahal, tidak semua pelanggaran disiplin dalam hubungan kerja
mengandung unsur pidana.

Prinsip keadilan, baik prosedural, substantif, maupun restoratif, belum sepenuhnya
diterapkan dalam pemidanaan terhadap pekerja. Proses hukum seringkali tidak
memberikan ruang pembelaan yang seimbang bagi pekerja, sanksi yang dijatunkan
tidak proporsional, dan tidak terdapat upaya pemulihan hubungan kerja secara
manusiawi. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konteks ketenagakerjaan harus
dijadikan jalan terakhir (ultimum remedium) dan diarahkan untuk mewujudkan
keseimbangan antara ketertiban kerja dan perlindungan hak asasi pekerja.
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ABSTRACT

Keywords: Labor Criminal Law, Gross Misconduct, Justice Perspective

This research is entitled Labor Criminal Law Against Workers Who Commit Gross
Misconduct from a Justice Perspective. The objective of this study is to analyze the
boundaries of gross misconduct that may be subjected to criminal sanctions under
Indonesian labor law and to evaluate the application of the principle of justice in
the criminalization process against workers. This research employs a normative
juridical method with a statute approach, conceptual approach, and case approach.
The study is expected to contribute to the reform of labor law, particularly in
enhancing the protection of workers' rights while also ensuring legal certainty for
employers.

Indonesian positive law has not yet provided clear and consistent criteria for what
constitutes gross misconduct warranting criminal punishment. The annulment of
Article 158 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower by the Constitutional
Court has created a legal vacuum, leading to inconsistencies in labor practices. As
a result, gross misconduct is often interpreted subjectively by employers without
sufficient legal justification, thereby increasing the risk of criminalizing workers.
In fact, not all disciplinary violations in the workplace contain elements of criminal
acts.

The principles of justice—procedural, substantive, and restorative—have not been
fully implemented in the criminal justice process against workers. Legal procedures
often fail to provide balanced defense opportunities for workers, sanctions imposed
are disproportionate, and there is a lack of humane efforts to restore industrial
relations. Therefore, criminal punishment in the labor context must be treated as a
last resort (ultimum remedium) and oriented toward achieving a balance between
workplace order and the protection of workers' fundamental rights.
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